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ABSTRAK

UMI KHAFIFAH F. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sidokare
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang).

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur sistem pemerintahan sendiri.
Dana desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan
pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan
dana desa menjadikan dana desa dapat dikelola secara efektif, efisien, akuntabel
dan transparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang penerapan
pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan dana desa di Desa Sidokare
Kecamatan Ampelgading.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis
deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara,
observasi dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah aparatur desa
Sidokare dan masyarakat desa Sidokare. Penentuan subjek dalam penelitian ini
menggunakan snowball sampling dengan kriteria subjek adalah aparatur desa
Sidokare sebagai penyelenggara pemerintahan terkait pengelolaan dana desa dan
masyarakat desa yang mengikuti kegiatan musyawarah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa di desa
Sidokare telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku dan unsur-unsur
SPIP telah diterapkan dalam pengelolaan dana sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun
2008. Sedangkan, hambatan dalam penerapan SPIP dalam pengelolaan dana desa
pada desa Sidokare adalah kurangnya SDM dalam memahami pengelolaan dana
desa.

Kata Kunci: Akuntabel, Pengelolaan Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP), Transparansi
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ABSTRACT

UMI KHAFIFAH F. Implementation of the Government Internal Control
System (SPIP) on Village Fund Management (Case Study in Sidokare Village,
Ampelgading District, Pemalang Regency).

The village has the authority to regulate its own government system. Village
funds are used to organize village government, carry out village development and
empower the community in order to realize the welfare of the community. The
government's internal control of the management of village funds makes village
funds managed effectively, efficiently, accountably and transparently. The purpose
of this study was to explain the application of government internal control in the
management of village funds in Sidokare Village, Ampelgading District.

This research is a type of qualitative research with descriptive analysis. Data
collection methods in this study were interviews, observation and documentation.
The resource persons in this study were Sidokare village officials and the people of
Sidokare village. Determining the subjects in this study used snowball sampling
with the subject criteria being the Sidokare village apparatus as government
administrators related to the management of village funds and village communities
participating in village meetings.

The results of the study show that the implementation of village funds in
Sidokare village has been carried out in accordance with the applicable guidelines
and SPIP elements have been implemented in managing funds in accordance with
Government Regulation Number 60 of 2008. Meanwhile, the obstacle in
implementing SPIP in managing village funds in Sidokare village is the lack of HR
in understanding the management of village funds.
Keywords: Accountability, Management of Village Funds, Government Internal
Control System (SPIP), Tranparency
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Undang-Undang RI Nomor 6 Tentang Desa, 2014). Diterbitkannya

UU Desa tentunya membuka peluang bagi desa untuk menciptakan desa yang

maju dan mandiri. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa

dalam mengatur keuangannya secara mandiri dan mengembangkan potensi desa

sebagai salah satu perwujudan mensejahterakan masyarakat desa, sehingga tidak

ada lagi desa yang tertinggal. Gyatri (2009) dalam (Betan & Nugroho, 2021)

menyatakan bahwa dengan adanya undang-undang desa diharapakan pemerintah

desa dapat melaksanakan pembangunan desa yang transparan, mandiri,

professional, bertanggung jawab, efektif dan efisien guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakatya. Tujuan dari dialokasikannya anggaran desa adalah

desa-desa dapat membangun fasilitas pelayanan yang dapat menunjang

kebutuhan masyarakat serta digunakan untuk menanggulangi kemiskinan.

Pengertian dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
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belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarkatan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah

pusat mengalokasikan anggaran yang dikhususkan kepada desa sebagai usaha

pemerintah untuk percepatan pembangunan, khususnya pada desa yang

tertinggal. Pemerintah memberikan dana desa yang nantinya masuk sebagai

sumber pendapatan desa yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas

pelayanan masyarakat baik pelayanan dasar maupun non dasar. Melalui dana

desa, desa dapat menyelenggarakan pembangunan dan memberdayakan desa,

memajukan perekonomian desa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan suatu kegiatan

yang dilakukan secara konstan yang bergantung pada bentuk, kesungguhan dan

keberhasilan yang sejalan dengan kompetensi pemerintah desa serta tersedianya

sumber daya yang bisa di optimalkan (Widjaja, 2002).

Selain untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat, dana desa sejak tahun 2020 mulai difungsikan juga

untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak wabah covid 19. Tahun 2020,

Wabah covid 19 mulai melanda Negara-negara di dunia yang mengakibatkan

ekonomi menjadi terpuruk. Di Indonesia, wabah ini menyebar hampir diseluruh

kota-kota di Tanah Air, yang berdampak pada kegiatan sosial dan ekonomi.

Pemerintah memberlakukan lockdown sebagai upaya pencegahan penyebaran

agar tidak semakin meluas. Dampak yang ditimbulkan tentunya sangat
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berpengaruh terhadap kondisi masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya penanganan

terhadap dampak yang ditimbulkan, pemerintah menyalurkan bantuan langsung

tunai kepada masyarakat desa, dengan anggaran yang diambil dari dana desa.

Proses penyaluran dana desa harus memperhatikan kondisi dan budaya

masing-masing desa. Seiring dengan dialokasikannya dana desa harus dibarengi

dengan pengelolaan yang baik juga, supaya dana desa dapat digunakan secara

optimal. Langkah-langkah pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan

kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan serta

pertanggungjawaban. Diperlukan adanya keterbukaan oleh pemerintah serta

tanggung jawab dalam mengelola dana desa. Bentuk keterbukaan dapat

dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap program yang akan

maupun telah dijalankan. Masyarakat juga berhak ikut serta terlibat dalam

menentukan perencanaan dalam kegiatan pembangunan di desanya.

Dana desa harus dikelola dan dijalankan sesuai dengan perencanaan dan

penganggaran yang sudah ditetapkan. Dalam menentukan perancanaan pada

pengelolaan dana desa, aparatur desa harus memperhatikan suatu anggaran,

karena rencana yang telah dibuat dapat tidak berjalan dikarenakan adanya

anggaran yang tidak tepat sehingga dapat menggangu perencanaan yang sudah

dibuat. Dalam mengelola dana desa diperlukan adanya perencanaan dalam

kegiatannya dan melibatkan masyarakat desa dalam proses evaluasi supaya dana

desa dapat digunakan dengan efisien, efektif dan terkendali serta tepat sasaran.
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Dalam pelaksanaanya, pengelolaan keuangan desa di Indonesia masih

belum dikelola dengan efektif. Dilansir dari laman berita economy.okezone.com

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) menilai masih

kurangnya keefektifan dalam pamanfaatan dana desa. BPKP menyebutkan

pengelolaannya masih belum efektif karena tidak adanya petunjuk teknik

mengenai pengawasan yang komprehensif dan tematik (Ramalan, 2022). SDM

yang tidak berkompeten juga menjadi salah satu permasalahan yang membuat

pengelolaan dana desa menjadi terhambat. Adapun permasalahan lainnya yang

dihadapi dalam melakukan pengawasan pada saat mengelola keuanagan desa,

yaitu minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan desa, daerah yang

belum mampu mengelola saluran pengaduan masyarakat secara efektif, serta

lingkup evaluasi dan pengawasan pada tingkat kecamatan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan desa belum jelas (Gayatri et al., 2017). Adanya

kendala ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan

program kerja serta rawan terhadap penyalahgunaan anggaran. Hal ini

menandakan bahwa pemerintah desa harus paham tentang pelaksanaan

pengelolaan laporan keuangan desa dengan fokus terhadap kebutuhan

masyarakat serta prioritas lainnya.
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Gambar 1.1 Dana Desa Tahun 2015-2021

Sumber: djpk.kemenkeu

Sejak dialokasikan dari tahun 2015, dana desa dari tahun ke tahun selalu

mengalami kanaikan. Tahun 2015, pemerintah mengalokasikan dana desa

dengan total Rp20.8 T. Sedangkan Tahun 2016, anggaran dana desa naik

mencapai total Rp46.7 T. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun-tahun

berikutnya menjadi sebesar Rp72 triliun pada tahun 2021. Seiring meningkatnya

dana desa selama periode 2015-2021, jumlah desa penerima anggaran juga

meningkat dari 74.093 pada tahun 2015 menjadi 74.961 pada tahun 2021.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan dana desa

harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa dapat

memanfaatkan pengunaan dana desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik

Desa (Bumdes) sebagai upaya untuk mengembangkan perekonomian desa serta

masyarakatnya. Salah satu prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dalam
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Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu

dengan mendirikan dan mengembangkan Bumdes untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi desa. Keberadaan Bumdes dapat membantu masyarakat

dengan terciptanya lowongan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat dan mendorong perekonomian desa.

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Desa Sidokare

Sumber: Pemerintah Desa Sidokare

Menurut data yang dihimpun dari Pagu Anggaran Dana Desa, desa

Sidokare menerima anggaran sebesar Rp1.141.872.000 untuk tahun 2019. Dana

desa yang dialokasikan untuk Desa Sidokare tahun 2020 sebesar

Rp1.147.207.000 dan sebesar Rp1.195.346.000 untuk tahun 2021. Dalam

rentang waktu 2019 sampai dengan 2021 dana desa yang diterima desa Sidokare

cenderung naik. Dana desa harus digunakan berdasarkan prioritas desa Sidokare

dengan tujuan untuk pembangunan desa, pemberdayaan desa dan

mensejahterakan masyarakat.

Di Kabupaten Pemalang pengelolaan dana desa pada desa-desa masih

belum dikelola dengan efektif. Masyarakat desa di Kabupaten Pemalang

dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait pengelolaan dana desa, yaitu

pembangunan insfrastruktur pada jalan desa yang masih belum merata. Masih

Tahun Jumlah

2019 1.141.872.000

2020 1.147.207.000

2021 1.195.346.000
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ditemukan jalanan desa yang rusak pada desa-desa di Kabupaten Pemalang.

Selain itu, angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang masih tinggi. Dilansir dari

data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, menunjukkan

jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang mencapai 200,70 ribu jiwa

pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 209,03 ribu jiwa

dan pada tahun 2021 meningkat mencapai 215,08 ribu jiwa (BPS Provinsi Jawa

Tengah, 2021).

Sejalan dengan tujuan penggunaan dana desa yaitu, mendorong

pembangunan insfratruktur desa dan mengatasi kemiskinan serta mengurangi

kesenjangan, permasalahan tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian bagi

Pemerintah Kabupaten Pemalang terkait bagaimana dana desa dikelola. Untuk

itu, diperlukan pemahaman bagi pemerintah daerah dalam mengelola dana desa

sebagaimana fungsi penggunaan dana desa. Diperlukan pemahaman bagi

aparatur desa terkait pengelolaan dana desa dalam perencanaannya sehingga

pelaksanaan untuk pembangunan desa dapat terwujud serta tidak ada lagi

penyalahgunaan dana desa.

Seiring dengan kenaikan dana desa, pengelolaan dana desa harus

direncanakan dan dikendalikan sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa

pemanfaatan dalam penggunaan dana telah dilakukan secara optimal dan efektif.

Dalam urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat,

diperlukan pengelolaan yang transparan, akuntabel, berkeadilan dan terpercaya.

Untuk itu, diperlukan suatu sistem untuk mempertanggungjawabkan laporan

keuangan dengan menyajikan informasi yang akurat. Penyelenggaran



8

pemerintahan juga harus dilaksanakan secara terbuka sehingga masyarakat dapat

memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai. Untuk

penyelenggaran pemerintahan yang efektif serta efisien terhadap kualitas

pengelolaan keuangan maka diperlukan sistem pengendalian internal

pemerintah.

Berdasarkan teori organisasi, pengendalian internal mengacu pada

prosedur yang menggunakan teknologi informasi dan sumber daya manusia

dalam pencapaian tujuan suatu organisai. Suatu sistem yang mengelola,

mengamati dan mengevaluasi sumber daya organisasi disebut dengan

pengendalian internal (Gibsi Ompusunggu & Valiant Salomo, 2019). Tujuan

dari dibentuknya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) agar tujuan

dari pada instansi maupun organisasi dapat tercapai dengan menyelenggarakan

pemerintahan yang efektif dan efisien, pengamanan asset negara, keandalan

dalam menyajikan laporan keuangan dan untuk mematuhi peraturan terhadap

undang-undang. Banyaknya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa dapat

menghambat tercapainya tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang berasas keterbukaan dan tanggungjawab. Dengan

dialokasikannya dana desa dapat memunculkan adanya masalah dalam

pengelolaan serta penggunaannya. Permasalahan pada aspek pengelolaan dalam

pemanfaatan dana desa dapat memunculkan potensi penyalahgunaan wewenang

yang menyebabkan pengelolaan dana desa tidak sesuai harapan. Untuk

mengatasi permasalahan tersebut diperlukan peran pemerintah untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan yang ketat mengenai pengelolaan keuangan desa.
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Pengawasan dilakukan untuk mencegah aparatur desa melakukan kecurangan

dalam pengelolaan dana desa. Dengan ini, dana desa dapat dikelola secara

transparan dimana masyarakat juga berhak mendapat informasi dan ikut serta

mengawasi kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa supaya terlaksana

dengan baik.

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang baik yaitu

dengan menerapkan SPIP pada instansi pemerintah untuk menghindari

terjadinya kesalahan agar dapat tercapainya tujuan. Dalam pengelolaan dana

desa, tentunya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pelaksanaanya

harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan pemanfaaat dana desa

yang efektif dan efisien. Perwujudan dari pelaksanaan pemerintahan yang baik

(good governance) adalah dalam mengelola keuangan harus transaparan dan

akuntanbel, dimana pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi

mengenai hasil dari pencapaian penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu,

dengan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kesalahan

dalam penggunaan dana untuk pembangunan dapat dihindari. Dengan adanya

perencanaan dan pengendalian internal pada pengelolaan dana desa maka usulan

kegiatan atau program dapat berjalan secara efektif sesuai dengan perencanaan

dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Maulidah, 2020).

Berdasarkan penelitian dari (Rahayu, 2019), penggunaan dana desa harus

digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Dimana dalam pelaksanaanya harus

mengacu pada pedoman atau peraturan pemerintah, baik dalam tata kelola,

pertanggung jawaban sampai pelaporannya.
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Berikut juga penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana, 2021) menjelaskan

Perencanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan dengan mengikuti

agenda, skala prioritas dan program yang telah direncanakan. Aparatur desa

sebagai penyelenggara pemerintahan harus menjalankan pemerintahannya

secara transparan. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat mengamati

dan memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa agar pembangunan

dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, (Garung & Ga, 2020) menyatakan

akuntabilitas dan transparansi pada dana keuangan desa dapat terwujud dilihat

dari pertanggungjawaban aparatur pemerintah desa dalam menjalankan sistem

pemerintahannya, pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan serta

pembinaan masyarakat desa sesuai dengan perundang-undangan mengenai

pelaksanaan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

(Maulidah, 2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa alokasi dana

desa dalam penerapannya masih belum sesuai dengan perencanaan dan

pengendalian internal tentang mekanisme alokasi dana desa. Dalam rangka

mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan alokasi dana desa, maka

diperlukan perencanaan dan pengendalian internal untuk terciptanya

pengelolaan yang efektif. Pengendalian internal pada pengalokasian dana desa

harus diterapkan agar perencanaan kegiatan dan program yang dijalankan oleh

pemerintah desa dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan UU.

Desa Sidokare merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ampelgading,

Kabupaten Pemalang. Desa Sidokare berpenduduk 4.829 jiwa. Dalam rangka

mewujudkan program pemerintah yaitu menjadikan desa maju dan mandiri, desa
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Sidokare menerima dana desa yang di anggarkan oleh pemerintah pusat. Dana

yang dianggarkan akan digunakan untuk mendanai pemerintahan,

pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Namun, dalam prakteknya,

aparatur desa Sidokare dalam pengelolaan dana desa masih mengalami

hambatan. Hambatan yang dihadapi aparatur pemerintah desa Sidokare dalam

mengelola dana desa, yaitu masih terkendala dalam proses pelaporan dana desa.

Hal ini terjadi karena adanya perubahan pada laporan RAB (Rencana Anggaran

Biaya) yang disebabkan oleh adanya perubahan harga pada barang yang telah

ditetapkan pada laporan RAB. Dengan adanya masalah ini mengakibatkan

pelaporannya mengaalami keterlambatan (Solikhati, 2022). Dengan adanya

hambatan tersebut maka, sudah seharusnya bagi aparatur desa sebagai pengelola

dana desa, harus benar-benar memahami terkait pengelolaanya.

Dalam hal ini, pengendalian memegang peran penting dan menjadi sangat

esensial bagi terlaksananya pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta

terwujudnya pelaksanaan pembangunan. Untuk mencegah terjadinya

penyalahgunaan pengelolaan dana desa, maka diperlukan pengawasan dari

pemerintah dan juga masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada SPIP yang

diterapkan di desa Sidokare terkait pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi

hambatan yang terjadi pada penerapan SPIP.

Uraian-uraian di atas menjelaskan mengenai permasalahan pengelolaan

dana desa dan SPIP. Untuk itu, berdasarkan pokok masalah yang sudah di

paparkan di atas maka, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan

judul penelitian yaitu Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
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(SPIP) Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sidokare Kecamatan

Ampelgading Kabupaten Pemalang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan

masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Sidokare Kecamatan

Ampelgading Kabupaten Pemalang?

2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada

pengelolaan dana desa di desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten

Pemalang?

3. Bagaimana hambatan dalam penerapan sistem pengendalian internal

pemerintah (SPIP) pada pengelolaan dana desa di desa Sidokare Kecamatan

Ampelgading Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Dapat diketahui tujuan pada penelitian ini berdasarkan perumusan masalah

di atas, antara lain:

1. Menjelaskan pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Sidokare Kecamatan

Ampelgading Kabupaten Pemalang.

2. Menjelaskan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada

pengelolaan dana desa di desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten

Pemalang.
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3. Menjelaskan hambatan-hambatan dalam penerapan sistem pengendalian

internal pemerintah (SPIP) pada pengelolaan dana desa di desa Sidokare

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan dan

perluasan dari pokok masalah yang dikaji sehingga memudahkan peneliti untuk

fokus pada pembahasan supaya mendapatkan hasil yang tepat. Batasan masalah

pada penelitian ini yaitu, ruang lingkup hanya pada pembahasan mengenai

penerapan SPIP pada pengelolaan dana desa dan hambatan-hambatan yang ada

dalam penerapannya pada pengelolaan dana desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan

penjelasan serta informasi baru kepada aparatur desa sebagai penyelenggara

pemerintahan mengenai penerapan SPIP pada pengelolaan dana desa supaya

pemanfaatan dana desa dapat dilakukan secara optimal.

2. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk

menambah pengetahuan dan memberikan informasi yang dapat membantu

penulis mengenai SPIP pada pengelolaan dana desa.
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3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan

informasi kepada masyarakat, bahwa masyarakat juga dapat ikut serta

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Bagi Keilmuan

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi

dalam menambah ilmu pengetahuan serta pengembangan wawasan tentang

penerapan SPIP dan pengelolaan dana desa pada penyelengaraan

pemerintahan desa.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab 1 menjelaskan latar belakang mengenai

permasalahan pada penelitian ini sebagai bahan rumusan masalah,

tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi fokus

pembahasan pada penelitian ini yang meliputi dana desa, pengelolaan

dana desa, laporan keuangan, transparansi, akuntebel dan SPIP.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi teknik yang digunakan sebagai bahan penelitian serta

langkah-langkah pengumpulan data yang meliputi jenis penelitian,

pendekatan penelitian, subjek dan sampel penelitian, sumber data,
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teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data serta metode analisis

data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pemaparan terkait hasil dan analisis terhadap data

yang telah dikumpulkan tentang penerapan SPIP pada pengelolaan

dana desa di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten

Pemalang.

BAB V PENUTUP

Bab kelima memaparkan hasil kesimpulan terhadap hasil dari

pembahasan dan juga menjelaskan keterbatasan pada saat penelitian

dilakukan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian di desa Sidokare tentang

penerapan sistem pengendailian internal pemerintah pada pengelolaan dana desa

adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Sidokare dalam pelaksanaan dana desa dari perencanaan

sampai pertanggungjawaban telah sesuai dan mengikuti pedoman

sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-udangan yang telah

ditetapkan.

2. Hasil analisis dan pembahasan dari wawancara dengan aparatur desa

Sidokare serta masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah desa Sidokare

telah menerapkan dan melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal

pemerintah sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP.

3. Hambatan pada penerapan SPIP pada pengelolaan dana desa pada pemerintah

desa Sidokare yaitu lemahnya pemahaman SDM yang menghambat

terlaksanya pelaksanaan dana desa. Dalam hal ini, pemerintah desa Sidokare

terus berupaya untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang dapat

menggangu berjalannya penyelenggaraaan pemerintahan dengan melakukan

evaluasi secara menyeluruh supaya dapat tercapainya tujuan yang telah

ditetapkan.
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B. Keterbatasan Penelitian

Dengan berakhirnya penelitian ini, peneliti menyadari ada banyak

kekurangan serta keterbatasan yang menjadi penelitian ini tidak sempurna.

Adanya keterbatasan ini tentunya dapat menghambat penelitian yang dilakukan.

Keterbatasan penelitian ini adalah pada penelitian kualitatif memerlukan waktu

yang lama untuk pengumpulan datanya dan diperlukan penyesuaian waktu

dengan narasumber untuk melakukan wawancara. Penelitian dengan metode

kualitatif harus dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari

narasumber sehingga memerlukan waktu dalam pengerjaanya.

C. Implikasi

1. Teoritis

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa SPIP sangan

penting untuk diterapkan untuk terlaksanya pemerintahan yang baik. Pada

pengelolaan dana desa, adanya SPIP dapat memudahkan aparatur desa

Sidokare untuk melaksanakan program kegiatan di lingkungan kerjanya.

Dengan menerapkan SPIP, dana desa dapat dikelola secara efektif dan efisien.

2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah desa

khususnya pada pengelolaan dana desa, agar pemanfaatan pada dana desa

dapat digunakan dengan bijak.
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